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1. Dalam melakukan Privatisasi BUMN, Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri Negara BUMN agar mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), khusus mengenai konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilakukan dengan Komisi yang menjadi pasangan kerja Menteri Negara BUMN sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. 
2. Berkaitan dengan arah kebijakan Program Privatisasi BUMN sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero); Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Negara BUMN memperhatikan kondisi BUMN khususnya terhadap kinerja BUMN yang akan diprivatisasi. Privatisasi yang dilakukan hendaknya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah perusahaan dan bukan untuk memenuhi kekurangan defisit APBN.  

3. Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMN, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Negara BUMN agar mensinergiskan program kerja antar BUMN untuk meningkatkan daya saing dan memberikan multiplier effect bagi  perekonomian negara sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM, khususnya Bab 21 tentang  Peningkatan  Pengelolaan BUMN. 

4. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sumberdaya alam. Khusus kepada Kementerian Negara BUMN, Komisi VI DPR RI meminta agar dilakukan konsolidasi antar BUMN yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dengan memperhatikan semakin berkembangnya investor swasta yang menguasai bidang publik seperti penguasaan Kuasa Pertambangan (KP) di bidang Pertambangan dan tanah di perkebunan. Komisi VI DPR RI meminta Menteri Negara BUMN agar segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di BUMN dengan tahapan waktu yang jelas.
5. Berkaitan dengan persoalan penyelesaian PT. AAF, Komisi VI DPR RI akan membahas bersama Pemerintah Cq. Kementerian Negara BUMN di dalam Rapat Panja PT. AAF.
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